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ABSTRACT 
This research is entitled "Implementation of Pkpu No. 6 of 2020 in the Implementation of the 2020 
Regional Head Election (Case Study: KPU Badung Regency)". The purpose of this study is to find out how 
the implementation of PKPU No. 6 of 2020 on the implementation of the 2020 Badung district election. 
This study uses a qualitative descriptive method with Implementation Theory according to Merilee S. 
Grindle that the success of a public policy implementation according to Grindle, which consists of Content 
of Policy and Context of Policy. The results showed the implementation of PKPU No. 6 of 2020 had a lot of 
influence on the political climate, especially in Badung Regency. The implementation of PKPU No. 6 of 
2020 according to Merilee S. Grindle's theory in the 2020 elections in Badung Regency has been 
implemented in accordance with the objectives of running democracy during the COVID-19 pandemic. 
 
Keywords: Election of 2020, Pandemic Covid-19, Badung Regency  
1. PENDAHULUAN 

Pemilihan Kepala Daerah atau yang biasa 
disebut Pilkada merupakan sebuah sarana 
demokrasi yang menjadi sebuah kegiatan politik 
besar untuk menuju demokratisasi. Kegiatan 
politik ini merupakan wujud dari reformasi 
pemerintahan Indonesia dengan tujuan 
mengembalikan kedaulatan kembali kepada 
rakyat. Dengan adanya UU No.32 Tahun 2004 
pemilihan kepala daerah mengalami perubahan 
yang mengubah peran pemerintah pusat yang 
sebelumnya sangat dominan. Pilkada langsung 
merupakan sebuah wujud nyata kepada 
masyarakat agar lebih memberikan perhatian 
lebih kepada pemilihan kepada daerahnya 
masing, agar tidak terlalu fokus kepada 
pemerintahan pusat seperti dahulu yang di 
diperoleh seseorang yang bukan didapat sejak 
lahir melainkan diberikan karena usaha dan 
kepercayaan dari masyarakat (Nugrahanungari, 
2017). Dengan sistem seperti ini setiap orang 

memiliki kesempatan yang sama untuk bisa 
menjadi pemimpin dalam desa adat. Jika pada 
umumnya pemilihan pemimpin menggunakan 
sistem voting, di Tenganan Pegringsingan 
seseorang otomatis akan menjadi pemimpin jika ia 
sudah menduduki urutan tertentu pada “jenjang 
karier” di adat, hal tersebut telah menjadi pola 
standar yang dijadikan konvensi atau yang 
disepakati secara turun-temurun, yakni setiap 
pasangan dari posisi bawah akan terus ditarik 
untuk naik ke posisi lebih atas, sesuai urutan yang 
telah ditentukan. Dalam perjalanannya apabila 
ditemukan pelanggaran yang tidak sesuai 

Dalam perkembangan politik di Indonesia 
saat ini telah banyak mengalami perubahan yang 
sangat signifikan, peran semangat dari masyarakat 
untuk memperkecil tindakan politik yangg 
dianggapp penuh rekayasaa, manipulatif, tidak adil 
dan represif telah memberikan energii positif yang 
besar kepadaa seluruh struktur bangsa untuk 
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menciptakan sistem pemilihan yang lebih terbuka, 
langsung, jujur dan adil (Triono 2017:1). (kpu-
badungkab.go.id 10 Januari 2020). Pada awal 
tahun 2020 masyarakat seluruh dunia 
digemparkan oleh sebuah virus corona jenis baru 
yang berawal dari negara Cina, pada awal 
kemunculannya di Cina virus corona menunjukan 
peningkatan jumlah pasien positif terpapar virus 
terus meningkat. Sejak bulan maret 2020 WHO 
(World Health Organitation) mau tidak mau harus 
mengeluarkan status “global pandemic” agar 
masyarakat dunia bisa lebih waspada terhadap 
virus corona (Yuliana, 2020:2). Adanya pandemi 
covid-19 seluruh sistem pemerintahan mengalami 
perubahan drastis dalam rangka menekan jumlah 
penyebaran virus corona. Masa pandemi covid-19 
ini membawa dampak yang besar dalam tatanan 
dunia, mulai dari dampak ekonomi, sosial, 
kesehatan dan bahkan mempengaruhi banyak 
perpolitikan di dunia. Secara kebetulan tahun 
2020 juga menjadi tahun politik di Indonesia 
dengan adanya pilkada serentak yang bertepatan 
pada tanggal 9 Desember 2020, khususnya di Bali 
sendiri terdapat 6 kabupaten/kota yang 
mengadakan pilkada serentak yaitu: Denpasar, 
Badung, Bangli, Jembrana, Karangasem, 
Tabanan. Pilkada 2020 kali ini akan menemukan 
sebuah tantangan baru yaitu dengan adanya 
covid-19 ini pilkada harus mengikuti protokol 
kesehatan, KPU juga harus menjamin kelematan 
daripada petugas-petugas yang ada dalam setiap 
rangkaian pilkada. Pemerintah melaluii Perpu 
Nomor 2 Tahun 20200 tetap bergeming bahwa 
pemilihan kepalaa daerah akan diselenggarakann 
pada 9 Desember 2020. Sebelum datangnya 
pandemi covid-19, rencana awal Pilkadaa 2020 
akann diselenggarakan pada 23 September untuk 
memilihh 9 gubenurrr, 2244 bupati, dan 377 

walikotaa secaraa serentakk, sebelum Indonesiaa 
terkena pandemi covid-19 (dalam Jurnal Moch 
Nurhasim 2020:1). Komisi Pemilihan Umumm 
(KPU) telah melakukan berbagai tahapan 
pelaksanaan Pilkadaa Serentak 2020. Namun 
dikarenakan pandemi covid-19 KPU akhirnya 
mengeluarkan surat keputusan KPUu Nomor: 
179/PL.02-kpt/01/KPU/IIII/20200 yangg antara lain 
mengatur penundaann beberapaa tahapan 
Pilkadaaa 2020, di antaranyaa pelantikannn dan 
masa kerja Panitiaa Pemungutann Suara (PPS), 
verifikasi syarat dukungan calon perseorangann, 
pembentukan Panitia Pemutakhirann Data 
Pemilihh (PPDP) dan pelaksanaann pencocokann 
dan penelitian (ccoklitt), serta pemutakhiran dan 
penyusunan daftarr pemilih.  Penundaann 
beberapa tahapann pilkadaa di atas dapat 
menimbulkan berbagai dampak dalam 
penyelenggaraannyaa, baik yang sifatnya positif 
maupun negativee. Implementasi PKPUu No.6 
Tahun 2020o tentang pelaksanaann pemilihan 
gubernurr dan wakill gubernur, bupati dan wakil 
bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota 
serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam 
corona virus diseasee 2019 (covid-19) sangat 
penting dimasa pelaksanaan pilkada dimasa 
pandemi ini. PKPU No 6 Tahun 2020 merupakan 
aturan baku yang akan digunakan dalam 
pelaksanaan pilkada 2020 dengan tujuan 
demokrasi di Indonesia tetap berjalan dengan 
mentaati peraturan kesehatan guna menekan 
penyebaran angka covid-19 di Indonesia. KPU 
Badung dalam hal ini juga sepenuhnya melakukan 
kepatuhannya sebagai penyelenggara di 
kabupaten Badung untuk mengimplementasi 
PKPU No 6 Tahun 2020. Pilkada di kabupaten 
Badung tahun ini sangat menarik dikarenakan 
hanya ada 1 (satu) calon bupati yaitu petahan 
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pasangan Giri-Asa, pertama kali dalam sejarah 
pilkada kabupaten Badung. 

Kabupaten Badung dilihat dari dimensi 
politiknya memiliki sebuah potensi yang luar biasa 
dampaknya untuk Bali. Dimensi politik yang 
dimaksud adalah dinamika politik, kebijakan sosial 
serta dinamika ekonomi yang selama ini 
mempengaruhi sebagian besar kebijakan di 
provinsi Bali. Sebagai salah satu kabupaten 
dengan PAD terbesar di provinsi Bali (Survei 
Statistik Keuangan Daerah, BPS Provinsi Bali 
2017-2019), maka kebijakan politik, sosial dan 
ekonomi kabupaten Badung akan berpengaruh 
besar pada provinsi Bali. 
2. KAJIAN PUSTAKA 
Teori Implementasi Kebijakan Merilee S. 
Grindle 

Prosess Implementasii kebijakan bermula 
dari ketikaa tujuann dan sasarann ditetapkan 
pada awall suatuu kebijakann (Winarnoo, 
2007:151).  Model implementasi menurut Merilee 
S. Grindlee (Leo Agustinoo 2016:142), 
Kesuksesan suatu implementasii kebijakann 
publik dari Grindle, sangat ditentukan oleh taraf 
implementability kebijakan itu sendiri, yang terdiri 
atas Contentt of Policyy dan Contextt of Policyy. 
Contentt of Policyy terdirii berlandaskan 66 
(enam) bagian poinn yaitu:  Pertama, 
Kepentingann - kepentingann yang 
mempengaruhi, berkaitan dengan menggunakan 
kewaenangan yang berimplikasi pada sebuah 
implementasii kebijakann, indikatorr ini 
mengungkapkan bahwaa suatuu peraturan pada 
perjalanannya pasti melibatkan banyak 
kepentingan, dan sejauhmanaa kepentingan-
kepentingann tadi membawaa imbas terhadap 
implementasinyaa. Kedua, Jenis manfaatt yang 
bisaa diperoleh. Pada poin inii berupayaa untuk 

menunjukann atau menjelaskan bahwaa dalam 
suatu kebijakann harus 
terdapat banyak jenis manfaat yang menunjukan 
dampak positif yang 
dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan 
yang hendak dilaksanakann. Ketiga, Derajatt 
perubahann yangg inginn dicapaii. Setiapp 
kebijakann mempunyaii sebuah target 
yang hendak dan inginn dicapaii. Adapunn yang 
inginn dijelaskann dalam poinn ini 
merupakan bahwa seberapaa besarr dampak yang 
hendakk atau inginn dicapaii 
melaluii suatuu implementasii kebijakannn harus 
memiliki taraf ukur yangg jelass. 

Keempat, Letakk pengambilann 
keputusan. Pengambilan keputusan pada suatu 
kebijakan memiliki andil penting pada perjalanan 
suatu kebijakan, maka dalam bagian inii wajib 
dijelaskann dimanaa letak pengambilan keputusan 
berdasarkann kebijakann yangg hendak 
diimplementasikann. Kelima, Pelaksanaa 
programm. Dalam menjalankann suatu kebijakann 
atau programm wajib didukung menggunakan 
adanya pelaksanaa kebijakan yang berbobott dan 
memiliki isi positif demii keberhasilann suatuu 
kebijakann. Keenam, sumber-sumberr dayaa yang 
digunakan. Pelaksanaann suatuu kebijakan jugaa 
wajib didukungg oleh sumber-sumberr daya yang 
mendukungg supaya implementasi berjalan secara 
maksimal. 

Contextt of Policyy terdapatt 33 (tiga) 
poinn yaitu: Pertama, kekuasaann, kepentingann-
kepentingann dan strategii dari aktorr yang 
terlibatt. Dalamm suatu kebijakann perlu 
diperhitungkann pulaa kekuatan atau kekuasaann, 
kepentingan-kepentingann serta taktik yangg 
digunakann oleh paraa aktorr guna 
memperlancarr jalannyaa aplikasi suatu 
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implementasii kebijakan. Bila hal ini 
tidak diperjelass, besar kemungkinann program 
yang hendak diimplementasikann akan jauh 
berdasarkan tujuann. Kedua, karakteristikk 
lembaga dan rezimm yangg berkuasa. 
Lingkungann dimanaa suatu kebijakan 
dilaksanakann juga memiliki implikasi terhadapp 
keberhasilannyaa, maka padaa bagiann ini inginn 
dijelaskann karakteristikk darii lembaga yang akan 
turut mempengaruhii suatuu kebijakan. Ketiga, 
Tingkatt kepatuhan dan adanyaa respon dari 
pelaksana. Hal lainn yang dirasaa 
krusial dalam prosess aplikasi suatuu kebijakan 
merupakan kepatuhann dan responn 
berdasarkan paraa pelaksana. Maka yang 
hendakk dijelaskann dalam poinn inii merupakan 
sejauhmanaa kepatuhann dan responn 
berdasarkan pelaksanaa dalam menanggapii 
suatuu kebijakan.  

 
Konsep Pilkada Serentak Di Kabupaten 
Badung 

Demokratisasii adalah sarana mencapai 
demokrasi. Walapun Pemiluu tidak samaa dengan 
demokrasi, Pemiluu adalah konsepp dan 
sekaliguss wujudd nyata demokrasi. Schumpeter 
(dalam Huntingtonnn 1991:55) menjelaskann 
bahwa metodee demokratis adalah prosedur 
kelembagaan untuk mencapai keputusan politikk 
di mana individu memperoleh kekuasaan untuk 
membuat keputusan politikmelalui kompetisi 
merebut suara rakyat dalam Pemilu (Yanharr 
2019:1). menggarisbawahii Schumpeterr, Lijphartt 
(2012:25) tegas menyatakan, “democracyy is 
goverment by the freelyy elected representative of 
the people.”  Mempunyai arti bahwa demokrasii 
mensyaratkan pemerintahann sebagai perwakilan 
rakyatt dipilih berdasarkan hasil pemilihann umum 

yang bebass.  Dalam perjalanan politik kabupaten 
Badung memang banyak menarik perhatian 
dibanding kabupaten lain di Bali khusus dalam 
pilkada serentak tahun 2020. Dalam rangkaian 
pilkada serentak di kabupaten Badung tahun 2020 
menetapkan calon tunggal sekaligus petahana 
yaitu pasangan Giri Prasta – Suiasa ini merupakan 
sejarah baru dalam perpolitkan di Kabupaten 
Badung. Melihat keadaan baru ini KPU Kabputen 
Badung harus bekerja lebih ekstra dikarenakan 
dua hal yaitu: pertama, KPU harus menjaga 
intergritas walaupun hanya dengan satu calon 
bupati agar tetap mendapat kepercayaan warga 
badung, kedua adalah penerapan protokol dalam 
segala kegiatan rangkaian pilkada tahun 2020 
untuk meninmbulkan rasa kepercayaan serta 
tingkat partisipasi rakyat dalam pilkada tahun 
2020. 

 
Pandemi Corona Virus Desease 2019 (covid-19) 

Indonesia masih bergelutt melawan virus 
Coronaa sampai ketika ini, sama seperti negaraa 
lain pada dunia. Jumlahh positivity rate virus 
Coronaa terus bertambahh dengan beberapaa 
melaporkann kesembuhann, tapi tidak sedikit yang 
meninggal. Usahaa penanganan dan pencegahan 
terus dilakukann demii melawann covid-199 
dengan tanda – tanda seperti miripp flu. Kasus 
virus Corona diketahui lewat penyakitt misterius 
yang melumpuhkann Kotaa Wuhan, Chinaa. 
Tragedi dalam akhir 2019 tadi terus berlanjut 
sampai penyebarann virus Corona mewabah ke 
penjuru dunia. Mengadakan pemilu pada pandemii 
bukanlah hal yangg gampang agar sejalann 
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menggunakan baku demokrasii. Prosess-prosess 
pemilu normall dengan mengumpulkann banyak 
orang membukaa peluangg penyebarann virus. 
Efekk lainya merupakan potensii berkurangnya 
partisipasii lantaran taraff kekhawatirann yang 
tinggii terhadapp penyebaran viruss (Clarkk, 
22020: 12). Di sampingg itu, potensii terjadii 
malpraktikk pemilu, yang bahkann seringg terjadi 
padaa normal, semakin berpeluang dalam masaa 
pandemi jika keterbatasann dihadapiii olehh pihak 
penyelenggaraa dan pihakk pengawass yang 
dibarengii oleh tidak optimalnyaa keterlibatan 
publikk yang kritis. Menterii Dalamm Negerii 
(mMendagrii) Tito Karnaviann dan Ketuaa Komisii 
II DPR-RIi Ahmadd Dolly Kurnia Tanjung, padaa 
sampingg proses penanggulangan wabahh Covid-
19, proses demokrasii wajib permanen berjalan 
menggunakan segala konsekuensi lantaran 
ketidakpastian pandemi tidak dapat dihadapi 
secara pesimis (Koran Tempoo, 5 Junii 2020). 
Oleh karenaa itu, penyelenggaran Pilkada 
Serentak 2020 bersinergi menggunakan Guguss 
Tugas covid-199 dan berbagai instansii terkait, 
termasuk pemerintahh wilayah setempat. 
Merefleksii dari aturan-aturan dan kondisii 
negaraa yang sudah melaksanakan pemilu pada 
pandemii ccovid-19, terdapat sejumlahh hal yangg 
krusial dicermatii. Pemilu Korea Selatan sudah 
menarikk perhatiann berbagaii kalangan lantaran 

keberhasilannyaa dalam melaksanakan pemilu 
pada masaa pandemii. Pelajarann ituu bisa 
diambill untuk memetakan prakondisi dan implikasi 
yang memungkinkann buat diadaptasii (sSpinelli, 
2020: 55). Prakondisii pertama merupakan 
penambahann dan realokasi anggarann sebagai 
bagian paling esensial padaa merealisasi fasilitass 
keamanan. Fasilitas yang lengkapp dan 
disosialisasikann dengan efektiff akan memicu 
taraf kepercayaann pemilih untuk datang ke 
tempat pemungutan suaraa (TPS).  

Namunn, salahh satuu kuncii keberhasilan 
Koreaa Selatann merupakan dampakk dari 
manajemenn kendalii terhadap covid-199 secara 
nasional. Contohnya,, Pemerintahh Koreaa 
Selatann sudah mengucurkann pakett subsidii 
untuk masyarakatk sebanyak 9,455 juta dolarr AS 
dan tambahan 7, 355 jutaa dolar AS. Dilengkapi 
fasilitass teknologii yangg tinggi, Korea Selatann 
sudah meyakinkann rakyatnyaa untuk 
berpartisipasi (jJakartapost.com, 14 Juni 20200). 
Dalamm kontekss ini, Indonesiaa membutuhkann 
alokasii anggarann yang lebih besar daripada 
Korea Selatan karena Indonesiaa akann 
menyelenggarakan 99 pemilihan gubernur, 2244 
pemilihann bupatii, dan, 37 pemilihann walikotaa 
secara serentak, yang dipastikann jumlahh 
petugass, peserta, dan pemilihh lebih banyakk 
dibandingkann Koreaa Selatan. 
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3. METODE PENELITIAN 
Penelitian inii mengggunakan metode 

penelitian deskriptiff dengan pendekatann 
kualitatif. Penelitian deskriptif yang dimaksudkan 
disini adalah untuk menjelaskan bagaimana 
Implementasi dari PKPUu No 6 Tahun 2020 
terhadap pelaksanaann Pilkadaa Serentak 2020 
di Kabupatenn Badung. Penelitiann kualitatif 
sebagaii prosedur penelitiann yang menghasilkan 
dataa deskriptif berupaa kata-kataa tertulis atau 
lisann dari orang-orang dan perilakuu yang 
diamati dari fenomenaa yang terjadi. Penelitian 
deskriptif kualitatiff ditujukann untuk 
mendeskripsikann dan menggambarkan 
fenomena-fenomenaa yang adaa, baik bersifat 
alamiahh maupun rekayasa manusia, yang lebih 
memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, 
keterkaitan antar kegiatan (sSukmadinata, 
20133). Pendekatan kualitatif yang dimaksudkan 
disini adalah untuk menjelaskan bagaiamana 
implementasi PKPU No 6 Tahun 2020 terhadap 
pelaksanaan pilkada tahun 2020 selama masa 
pandemi covid-19 di Kabupaten Badung. Adapun 
jenis penelitian yang penulis lakukan termasuk ke 
dalam penelitiann lapangann (fieldd search). 
Penelitiann inii bertempat di KPU Kabupaten 
Badung yang beralamat di Jl. Kebo Iwa, 
Padangsambian Kaja, Kecamatann Denpasar 
Barat, Kota Denpasar, Bali.  Alasan penelitian 

mengambill lokasi penelitian di KPU Badung 
adalah sebagai berikut: 

Pertama, Kabupatenn Badungg 
merupakan salahh satu darii Kabupaten terbesar 
yang ada di Bali, selain itu Kabupaten Badung juga 
merupakan Kabupaten dengan tingkat partisipasi 
pemilih tertinggi kedua di pemilu tahun 2019 
dengan jumlah penggunna suara sebanyak 
340.559 suara. Gejolak perpolitikan di kabupaten 
Badung juga menjadi perhatian luas bagi 
masyarakat Bali. Lewatt pengetahuan tersebut 
diharapkan secara simultann menjadi masukan, 
baik bagi masyarakat maupun pemerintah dalam 
menjalankan pemilu kedepannya jika masa 
pandemi ataupun sejenisnya masih berlangsung 
dalam tempo waktu yang lama. Penelitian ini juga 
sebagai salah satu upaya penulis dalam 
membantu KPU kabupaten Badung sebagai bahan 
referensi dan evaluasi dalam pemilu kedepannya. 
Hal ini juga diharapkan menjadi khazanah kajian 
tersendiri yang menarik dan bermanfaat dalam 
ilmu pengetahuan, khususnya dalam disiplin Ilmu 
Politik.  

Kedua, kabupaten Badung yang menjadi 
objek penelitian termasuk daerah yang dekat 
dengan asal peneliti. Sebagai mahasiswa sosial 
politik, melakukan penelitian yang ada di daerah 
sekitar penelitian merupakan suatu kebanggaan 
tersendiri, karena dapat berkontribusi dalam 
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kehidupan perpolitikan walaupun dengan batasan 
– batasan yang sudah tertulis di bab sebelumnya. 
Dalam penentuan informan, peneliti 
menggunakan teknik purposive yaitu dipilih 
dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. 
Pertimbangan ini misalnya orang tersebut 
dianggap paling tahu tentang apa yang kita 
harapkan, sehingga akan memudahkan peneliti 
menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti 
(Sugiyono, 2010: 299). Dalam hal ini informan 
yang dibutuhkan peneliti adalah yang mengetahui 
mengenai peraturan dan kebijakan dalam proses 
pilkada tahun 2020 di masa pandemi covid-19. 
4. PEMBAHASAN 
Implementasi PKPU No 6 Tahun 2020 dalam 
Pilkada Kabupaten Badung 2020 
 

Keberhasilan dari implementasi kebijakan 
PKPU No 6 Tahun 2020 dalam Pilkada 
Kabupaten Badung 2020 yang dianalisa oleh 
penulis dengann menggunakann teori 
implementasi yang dikemukakann oleh Merileee 
S. Grindle. Fokuss dalam penelitiann ini 
berdasarkann dua dimensii penelitiann dari versi 
implementasi Merileee S. Grindlee sebagaii 
berikut: Isi Kebijakann (cContent off Policyy). Ada 
enamm (6) indikatorr dalam dimensii ini yaitu: 
Kepentingann yang Mempengaruhii dalam 
konteks ini Mendesaknya masa jabatan Kepala 

Daerah yang sudah mendekati akhir periode, 
memaksa pilkada tahun 2020 harus terlaksana. 
Karena jika pilkada tahun 2020 tidak terlaksana 
maka negara harus menggunakan Plt (Pelaksana 
Tugas) untuk seluruh kepala daerah dengan masa 
jabatan yang akan berkahir. Jika menggunakan Plt 
Kepala Daerah maka akan membebani anggaran 
pemerintah pusat untuk membayar para Plt Kepala 
Daerah, sedangkan pada yang bersamaan negara 
sedang mengalami pandemi covid-19 dan harus 
memusatkan anggaran dana untuk 
penanggulangan bencana tersebut. Pada poin tipe 
manfaat dari Merileee S. Grindlee berupayaa untuk 
menerangkan atau mengungkapkan bahwa pada 
suatuu kebijakann wajib terdapatt beberapa jeniss 
manfaatt yang menunjukkan impak positif yang 
didapatkan dari pengimplementasian kepada 
banyak pelaku lebih mudahh di implementasikann 
dibandingg menggunakan kebijakann yang kurang 
bermanfaat. Kebijakan yangg dibuat oleh 
pemerintah baik itu program, peraturan, atau 
perundang-undangan menjadi landasan hukumnya 
harus dapat memberikan hasil yang bermanfaat 
dan berdampakk positif serta dapat merubah 
kearah yang lebih baik berdasarkan output 
pengimplementasiannya. Setiap kebijakan 
tentunya merupakan suatu upaya ataupun usaha 
dari pemerintah untukk membuahkann hal lebihh 
baik lagii dan dapat merangkumkan 
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permasalahann yang adaa sertaa bermanfaatt. 
Indikatorr derajat perubahann yang 

diinginkann mengungkapakan bahwaa seberapa 
besar perubahann yang ingin dicapai melalui 
suatu implementasi kebijakan wajib memiliki skala 
yang terukur. Sebuah kebijakann diharapkann 
bisa memberikan manfaatt yang baikk secara 
berkelanjutan. Suatu implementasii yang baik 
akan menaruh output yang baik untuk jangka 
waktu yang singkat maupun yang panjang 
secaraa terus menerus sertaa teratur. Letak 
pengambilan keputusan pada PKPU No 6 Tahun 
2020 dalam Pilkada tahun 2020 dapat bisa 
memilih tercapainya tujuann kebijakan, waktu 
keputusan yang ditetapkan berjalan 
menggunakan sinkron maka tujuan menurut 
kebijakan bisa tercapai secara maksimal. 
Adapunn letak pengambilann dalam penerapan 
PKPU No 6 Tahun 2020 dalam Pilkada 2020 di 
Kabupaten Badung adalah keputusan 
permasalahan pendukung paslon di Kabupaten 
Badung. Pelaksana program merupakan 
konstitusi dan anggota yang berhak guna 
melaksanakan Pilkada tahun 2020. Untuk 
mengefektifkan pelaksanaan dan pertanggung 
jawabannya maka KPU & BAWASLU Kabupaten 
Badung membentuk sebuah tim dilapangan 
sesuai dengan kepentingan dari PKPU No 6 
Tahun 2020. KPU Kabupaten Badung membentuk 

banyak panitia atau petugas dilapangan sesuai 
tingkat wilayah seperti Petugas Pemuktahiran Data 
Pemilih (PPDP), Panitiaa Pemungutan Suaraa 
(PPS), Panitiaa Pemilihan Kecamatann (PPK) dan 
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suaraa 
(KPPS).  

SDM yang diberdayakan oleh KPU 
Kabupaten Badung dalam pelaksanaan Pilkada 
tahun 2020. KPU Kabupaten Badung 
memberdayakan 80% staff organik atau 
kepegawaian PNS internal sesuai dengan tupoksi 
masing-masing bidangnya di KPU Kabupaten 
badung, sedangkan 20% nya diambil dari 
Stakeholders masyarakat untuk menjadi PPDP, 
PPS dan KPPS. 

Lingkungann Kebijakann (Contextt of 
Policyy). Adaa tiga indikatorr pada dimensii ini: 
Kekuasaann, Kepentingann dan Strategii Aktor 
yang Terlibatt. Menurutt Merileee S. Grindlee pada 
Agustinoo (22016:1422) Kekuasaan, kepentingan-
kepentingann dan strategii dari aktorr yang terlibat. 
Menurut Merileee S. Grindlee mengungkapkan 
pada suatuu kebijakann perlu diperhitungkann juga 
kekuatann atau kekuasaann, kepentingan-
kepentingann dan taktik yang dipakaii oleh para 
aktor guna memperlancarr aplikasi pelaksanaann 
suatu implementasi kebijakan. 

Konteks karakteristik lembaga dan rezim 
yang berkuasa memiliki peran penting dalam 
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pelaksanaan Pilkada Kabupaten Badung 2020, 
dalam konteks ini penulis melakukan observasi di 
lapangan. Observasi penulis menunjukan, 
Pemerintah Kabupaten Badung turut serta 
membantu KPU Kabupaten Badung terutama 
dalam bidang penganggaran sebesar Rp. 
29.227.223.000. Dana Pilkada Kabupaten Badung 
2020 tersebut dimanfaatkan oleh KPU Kabupaten 
Badung untuk sarana operasional serta sosialisasi 
Pilkada Kabupaten 2020 ke masyarakat. 
Sosialisasi dari KPU Kabupaten Badung dimasa 
pandemi covid-19 ini menggunakan metode yang 
sedikit berbeda disbanding pilkada sebelumnya. 
Tingkat kepatuhann dan adanyaa respon dari 
pelaksana, menurut Merileee S. Grindlee 
menjelaskann hal lain dirasaa krusial pada proses 
aplikasi suatu kebijakann merupakan kepatuhann 
dan responn dari paraa pelaksanaa. Maka pada 
poinn ini adalah sejauhmana kepatuhann dan 
responn menurutt pelaksanaa pada menanggapii 
suatu kebijakan menurut PKPU No 6 Tahun 
20200 dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten 
Badung tahun 2020. 

Hal inii juga bagiann krusial menurut 
prosess implementasii suatuu kebijakan, dimanaa 
taraf kepatuhann dan adanya responn menurut 
pelaksana kebijakann merupakann hasil kinerja 
oleh pelaksana guna melaksanakan tugas inti dan 
kegunaanya pada pengimplementasiann PKPU 

No 6 Tahun 2020 ini agar dapat terealisasi dengan 
maksimal serta optimall dan berdayaa guna bagii 
masyarakat. 
Analisa Hasill Temuan 

Dimensi Content of Policy & Context of 
Policy mempunyai sudut pandang politik dan 
birokrasi yang berbeda. Sudut pandang politik 
mengindikasikan bahwa setiap kebijakan yang 
diambil semua berdasarkan keputusan politik yang 
digunakan dalam merumuskan sebuah kebijakan, 
sedangkan sudut pandang birokrasi 
mengindikasikan bahwa setiap kebijakan 
diimplementasikan berdasarkan struktural 
organisasi dalam sebuah kebijakan. 
 Pada dimensi Content of Policy dengan 
indikator kepentingan yang mempengaruhi dari 
sudut pandang politk adalah mendesaknya masa 
jabatan Kepala Daerah yang sudah mendekati 
akhir periode, memaksa pilkada tahun 2020 harus 
terlaksana. Karena jika pilkada tahun 2020 tidak 
terlaksana maka Negara harus menggunakan Plt 
(Pelaksana Tugas) untuk seluruh kepala daerah 
dengan masa jabatan yang akan berkahir. Jika 
menggunakan Plt Kepala Daerah maka akan 
membebani anggaran pemerintah pusat untuk 
membayar para Plt Kepala Daerah, sedangkan 
dari sudut pandang birokrasi PKPU No 6 Tahun 
2020 ini mendasari bagaimana Pilkada yang 
berlangsung selama bencana nonalam ini, 
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mengharuskan KPU untuk melaksanakan Pilkada 
sekaligus mencegah penyebaran virus. Masalah 
yang terdapat dalam konteks ini adalah 
bagaimana masih terjadi panitia / petugas yang 
melanggar peraturan yang ada. 
 Indikator kedua yaitu tipe manfaat yang 
diperoleh mempunyai sudut pandang politik, 
manfaat dari PKPU No 6 Tahun 2020 ini adalah 
untuk mendapat kepercayaan panitia dan 
masyarakat untuk melakukan Pilkada Serentak 
tahun 2020, langkah politis yang diambil adalah 
menambah anggaran untuk pilkada tahun 2020 
untuk mengadakan APD (Alat Pelindung Diri) 
guna mendapat kepercayaan publik. Anggaran 
yang dikeluarkan Pemda Badung untuk pilkada ini 
sebesar 29 Miliar Rupiah. Dari sudut pandang 
birokrasi KPU dan BAWASLU Kabupaten Badung 
merasakan manfaat positif ini guna mengeksekusi 
pelaksanaan Pilkada Serentak di Kabupaten 
Badung. 
 Indikator ketiga adalah derajat perubahan 
yang diinginkan, dalam indikator ini secara politik 
derajat perubahan yang diinginkan dalam PKPU 
No 6 tahun 2020 ini adalah mengenai kualitas 
daripada Pilkada kedepannya jika harus terjadi 
lagi dengan kondisi yang sama. Dalam indikator 
ini langkah politis yang diambil adalah bagaimana 
pemerintah pusat bisa mengadakan komunikasi 
politik terhadap calon kepala daerah dan partai 

untuk bersama menaati peraturan dalam pilkada 
tahun 2020., sedangkan dari sisi birokrasi 
Perubahan yang diinginkan adalah untuk 
menerapkan protokol kesehatan kepada seluruh 
segmentasi pemilih serta panitia, namun masih 
beberapa panitia yang menunjukan keberatan 
dengan persyaratan protokol kesehatan dan sudah 
dilakukan penindakan dengan mengganti panitia 
tersebut. 
 Indikator keempat yaitu letak pengambilan 
keputusan secara politik Secara politik ada 
beberapa pengembilan keputusan yang 
berdasarkan kepentingan politik, karena masih 
ditemukannya sikap kompromi terhadap 
pelanggaran yang dilakukan oleh bakal calon 
bupati, langkah politis dalam indikator ini adalah 
kepentingan yang diambil masih dalam batas 
kompromi karena keadaan covid-19 ini.. Sudut 
pandang birokasi indikator pengambilan keputusan 
secara birokrasi sudah dilakukan dengan adanya 
penindakan pergantian 10 anggota PPDP yang 
tidak melaksakan rapid-test. 
 Indikator kelima dalam tabel matriks diatas 
adalah pelaksana program, Dari segi politik, 
pelaksana program mempunyai tujuan untuk 
mengukur tingkat partisipasi pemilih serta angka 
golput. Dari hasil temuan ditemukan bahwa tingkat 
partisipasi menimgkat sebesar 84,65% 
dibandingkan pilkada tahun 2015 yang hanya 
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mencapai 68,34%, strategi politis KPU Kabupaten 
badung dalam meningkatkan tingkat partisipasi 
adalah melakukan komunikasi politik terhadap 
calon kepala daerah agar menyediakan program-
program yang sesuai dengan keadaan covid-19 
saat ini.. Segi birokrasi dari indikator Pelaksana 
program mengharuskan KPU Kabupaten Badung 
untuk membuat sebuah panitia / petugas 
dilapangan dalam Pilkada Kabupaten Badung 
2020. 
 Indikator terkahir dalam dimensi content 
of policy ini adalah sumber – sumber daya yang 
digunakan, secara politik sumber daya yang 
utama merupaka Sumber Daya Manusia (SDM). 
KPU Kabupaten Badung secara spesifik 
mengajak kerjasamaa dengan stakeholders 
walaupun KPU Kabupaten Badung menyadari 
bahwa memang ada beberapa stakeholder yang 
berafiliasi dengan partai politik, namun KPU 
Kabupaten Badung sudah mempunyai sistem- 
sistem khusus untuk mengantisipasi hal tersebut, 
strategi politis pemanfaatan sumber daya adalah 
bagaimana KPU Kabupaten Badung tidak 
merekrut warga biasa melainkan stakeholders 
desa agar bisa mengefektifkan kinerja KPU 
Kabupaten Badung dilapangan.. Dari segi 
birokrasi secara sturuktural KPU Kabupaten 
Badung memanfaatkan 80% pegawai organik 
atau PNS KPU untuk melaksanakan Pilkada 

Badung tahun 2020. 
Dimensi selanjutnya yaitu Context of 

Policy atau lingkungan kebijakan, indikator 
pertama dalam ruang lingkup ini adalah 
kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang 
terlibat. Sudut pandang politik pada indikator ini 
terdapat pada bagaiaman kepentingan dari pada 
setiap aktor yang terlibat di dalamnya melakukan 
upaya-upaya untuk mendukung calon bupati. 
Strategi politis aktor yang terlibat dalam konteks ini 
petugas PPDP, memanfaatkan legitimasinya 
sebagai penguasa daerah untuk menggunakan 
teknik mereka sendiri dalam proses pemuktahiran 
agar lebih cepat. Hal ini sudah menjadi bukti 
pelanggaran kode etik sebagai pelaksana yang 
seharusnya bersikap netral. Sudut pandang 
birokrasi pada indikator ini adalah strategi aktor 
yang terlibat dalam Pilkada Kabupaten Badung 
tahun 2020 khususnya pada aktor yang terlibat 
dilapangan seperti PPDP. Beberapa PPDP 
menggunakan teknik yang pemuktahiran yang 
berbeda dari SOP PKPU No 6 Tahun 2020, 
namum KPU Kabupaten Badung sudah 
menerapkan sistem filter mengandalkan teknologi 
untuk mengantisipasi hal tersebut. 
 Indikator kedua dalam dimensi contextt of 
policyy adalah karakteristikk membaga dan rezim 
yangg berkuasa, dari segi politik rezim yang 
berkuasa menunjukan sisi politik dari PKPU No 6 
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Tahun 2020, dengan adanya peraturan ini 
dimanfaatkan oleh pihak petahana dengan 
memberikan janji – janji politik baru di situasi 
pandemi covid-19 ini, sehingga menyebabkan 
Pilkada Kabupaten Badung hanya mengeluarkan 
1 calon bupati melawan kotak kosong dengan 
hasil pemenangan Giri – Asa sebesar 94,69%. 
Dalam indikator ini rezim yang berkuasa sekaligus 
petahana, pasangan Giri-Asa menggunakan 
strategi program-program yang sesuai dengan 
kondisi covid-19 sebagai senjata untuk petahana 
mempertahankan posisi nya. Dari segi birokrasi 
karakteristik lembaga dalam hal ini mulai dari 
pemerintah pusat, pemerintah dearah, KPU serta 
BAWASLU bekerjasama dengan baik, dibuktikan 
dengan sistem koordinasi dan penyerapan 
anggaran yang maksimal. 
 Indikator terkahir dalam dimensi context 
of policy dalah tingkatt kepatuhann dan adanya 
responn dari pelaksanaa, dari segi politik indikator 
ini menginginkan bahwa seluruh emelen 
pelaksana bisa tunduk dalam PKPU No 6 Tahun 
2020. Strategi politis dalam indikator ini adalah 
bagaimana pemerintah pusat memaksa seluruh 
pelaksana dan masyarakat tetap melaksanakan 
pilkada tahun 2020 walaupun dalam kondisi 
bencana non-alam covid-19. Segi birokrasi dari 
indikator ini adalah sespon dari pelaksana 
terhadap PKPU No 6 Tahun 2020 sudah 

menunjukan respon positif, karena dengan adanya 
PKPU No 6 Tahun 2020 pelaksana merasakan 
rasa aman dalam melaksanakan tugasnya di masa 
pandemi covid-19. 
 
5. PENUTUP 

Pada bagiann ini penuliss akan 
mengemukakann kesimpulan guna menjawab 
pertanyaan penelitian yang tercantum pada 
rumusan masalah pada bab sebelumnya. 
Berdasarkan hasil temuan dan analisa, 
impelementasi PKPU No 6 Tahun 20200 dalam 
pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 dengan studi 
kasus KPU Kabupaten Badung dengan teori 
kebijakan publik menurut Meril S. Grindle yang 
mengatakan kebijakan publik dibagi menjadi dua 
(2) dimensi yaitu: Contentt of Policyy atau isi 
kebijakan dan Contextt of Policyy atau lingkungann 
kebijakann menjadi beberapa penjelasan. Dengan 
adanya beberapa pelanggaran yang terjadi secara 
bersamaan dan sudah dijadikan sebuah hal 
normal oleh para PPDP saat pemuktahiran data 
pilkada tahun 2020 ini. Hal ini menjadi indikasi 
bahwa adanya sebuah pelanggaran dalam hasil 
demokrasi dikarenkan konteks pandemi yang 
berlangsung bersamaan dengan pilkada tahun 
2020. 
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